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Vila Ilegal: Bom Waktu dalam Pembangunan Pariwisata 

Berkelanjutan di Kota Batu 
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Politeknik Sahid Jakarta 

Abstrak: Pertumbuhan pesat vila ilegal di berbagai destinasi wisata Indonesia, termasuk Kota Batu, menimbulkan 

ancaman serius bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor pendorong 

maraknya vila ilegal, dampaknya terhadap dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta merumuskan rekomendasi 

kebijakan yang realistis. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan scoping review atas 25 

publikasi ilmiah periode 2020–2025, dipadukan dengan analisis kebijakan dan dokumentasi data sekunder dari Badan 

Pusat Statistik (BPS), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Pariwisata Kota Batu. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keberadaan vila ilegal didorong oleh tingginya permintaan akomodasi murah, lemahnya 

pengawasan perizinan, dan celah regulasi tata ruang. Dampak negatif yang muncul meliputi kebocoran Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang di Kota Batu diperkirakan mencapai miliaran rupiah per tahun, degradasi lingkungan akibat konversi 

lahan, hingga meningkatnya potensi aktivitas ilegal di kawasan wisata. Rekomendasi penelitian meliputi penerapan 

registrasi digital terintegrasi, smart taxation, penguatan peran komunitas lokal, dan moratorium pembangunan 

akomodasi di zona jenuh. Temuan ini menegaskan bahwa penanganan vila ilegal bukan hanya persoalan penegakan 

hukum, tetapi bagian dari tata kelola pariwisata berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 

Kata kunci: Vila Ilegal, Pariwisata Berkelanjutan, Kebocoran Pajak, Kota Batu, Kebijakan Pariwisata 

Abstract: The rapid growth of illegal villas in various Indonesian tourist destinations, 

including Batu City, poses a serious threat to sustainable tourism development. This study aims 

to analyze the driving factors behind the proliferation of illegal villas, their impacts on 

environmental, social, and economic dimensions, and to formulate realistic policy 

recommendations. The research employs a descriptive qualitative approach using a scoping 

review of 25 scientific publications from 2020–2025, combined with policy analysis and 

secondary data documentation from the Central Statistics Agency (BPS), the Regional Revenue 

Agency (Bapenda), and the Tourism Office of Batu City. Findings indicate that the existence of 

illegal villas is driven by high demand for low-cost accommodation, weak licensing oversight, 

and regulatory loopholes in spatial planning. Negative impacts include significant local revenue 

(PAD) leakage—estimated in Batu City to reach billions of rupiah annually—environmental 

degradation from land conversion, and increased risk of illegal activities in tourist areas. 

Recommendations include implementing integrated digital registration, smart taxation, 

strengthening the role of local communities, and imposing a moratorium on new 

accommodation in saturated zones. These findings highlight that addressing illegal villas is not 

solely a matter of law enforcement but part of sustainable tourism governance involving all 

stakeholders. 

Keywords: Illegal Villas, Sustainable Tourism, Tax Leakage, Batu City, Tourism Policy 

 

Pendahuluan 

Pariwisata berkelanjutan menurut UNWTO (2021) adalah aktivitas yang memenuhi 

kebutuhan wisatawan dan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kesempatan generasi 

mendatang. Hall (2020) menambahkan bahwa tata kelola yang lemah dapat membuat 

pariwisata jatuh pada eksploitasi berlebihan. Dalam konteks Indonesia, fenomena short-
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term rental (STR) seperti Airbnb dan vila ilegal memberikan dampak ganda: memperluas 

pilihan wisatawan, namun juga menekan tata ruang, persaingan usaha, dan kepatuhan 

pajak (Gutiérrez et al, 2021) (Dogru et al, 2022) (Rahman & Alam, 2022). 

Studi di Bandung menemukan pertumbuhan STR sering tidak diimbangi regulasi, 

sehingga memunculkan ketidakadilan pasar akomodasi dan kebocoran pajak daerah 

(Aritenang, 2023; Suharto & Wardhani, 2021). Sementara di Bali, pertumbuhan akomodasi 

ilegal mempercepat fenomena overtourism dan menimbulkan ketegangan sosial (Utama et 

al, 2024) (Suyadnya et al, 2025). Penelitian Setiawan, Arief, Hamsal, Furinto, dan Wiweka 

(2023) juga menegaskan bahwa komunikasi pemasaran terpadu berperan besar dalam 

membangun nilai wisatawan dan mendorong niat kunjung ulang, sebuah faktor penting 

yang kerap diabaikan oleh pengelola vila ilegal yang beroperasi tanpa strategi formal. 

Kota Batu menghadapi pola serupa. Data Bapenda (2023) memperlihatkan bahwa 

lebih dari 60% vila tidak berizin, dengan potensi kebocoran PAD mencapai miliaran rupiah 

per tahun. Hal ini konsisten dengan temuan Sunaningsih et al. (2024) di Magelang tentang 

hubungan legalitas usaha dan kepatuhan pajak. Dampak sosial pun mengemuka, mulai 

dari konflik dengan warga hingga kasus kriminal di vila (JLBP Poltekim, 2023) (Putri, 2024). 

Dari sisi lingkungan, studi IAPA (2024) dan Rosalina et al. (2023) menunjukkan bahwa 

pembangunan vila tanpa izin mempercepat degradasi lingkungan, terutama dalam 

ketersediaan air bersih dan pengelolaan limbah. 

 

Landasan Teori 

1. Teori Pariwisata Berkelanjutan 

Konsep pariwisata berkelanjutan menekankan keseimbangan antara dimensi 

ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. UNWTO (2021) mendefinisikan pariwisata 

berkelanjutan sebagai aktivitas yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat saat 

ini tanpa mengorbankan peluang generasi mendatang. Prinsip ini diperkuat oleh Hall 

(2020) yang menekankan pentingnya tata kelola (governance) agar pariwisata tidak terjebak 

pada eksploitasi sumber daya secara berlebihan. 

2. Teori Tragedy of the Commons 

Kerangka teoretis yang relevan dalam menjelaskan fenomena vila ilegal adalah konsep 

tragedy of the commons dari Hardin (1968). Menurut teori ini, sumber daya bersama 

(common resources) akan tereksploitasi berlebihan apabila tidak ada aturan jelas dan 

mekanisme kontrol. Dalam konteks pariwisata, ruang dan infrastruktur publik sering 

dianggap sebagai common goods yang bebas digunakan. Pertumbuhan vila tanpa izin 

mengakibatkan over-exploitation berupa kemacetan, tekanan lingkungan, dan konflik 

sosial. 

3. Teori Tourism Carrying Capacity 

Konsep carrying capacity menekankan batas daya dukung lingkungan, sosial, dan 

infrastruktur dalam menampung wisatawan. Jika pembangunan akomodasi melebihi 

kapasitas, maka terjadi degradasi lingkungan dan penurunan kualitas pengalaman 

wisatawan (Saveriades, 2021). Studi Utama et al. (2024) tentang Bali menunjukkan bahwa 

alih fungsi lahan untuk vila ilegal telah mempercepat penurunan daya dukung lingkungan. 
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4. Teori Ekonomi Pariwisata (Leakage dan Multiplier Effect) 

Dalam teori ekonomi pariwisata, keberadaan akomodasi resmi berkontribusi pada 

PAD melalui pajak hotel dan restoran. Vila ilegal menyebabkan tax leakage, yaitu hilangnya 

potensi penerimaan daerah (Sunaningsih et al., 2024). Sebaliknya, hotel formal lebih 

memberi multiplier effect karena menyerap tenaga kerja lokal, membeli bahan baku dari 

pemasok lokal, dan tunduk pada regulasi pemerintah. 

5. Teori Tourism Governance 

Tata kelola pariwisata menekankan peran kolaborasi multi-pihak (pemerintah, swasta, 

masyarakat). Pedersen et al. (2024) menyatakan bahwa krisis tata kelola destinasi sering 

terjadi akibat lemahnya  koordinasi antarinstansi dan absennya sistem registrasi terpadu. 

Dalam konteks Kota Batu, lemahnya pengawasan terhadap vila ilegal menunjukkan adanya 

celah dalam governance pariwisata berkelanjutan. 

 

Gambar 1. Lereng gunung panderman yang dipenuhi bangunan Vila. Sumber: Koleksi pribadi 

Dampak sosial juga tidak bisa diabaikan. Menurut Suyadnya et al. (2025), masyarakat 

Bali menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap dampak overtourism, terutama terkait 

meningkatnya polusi suara, kemacetan, dan perilaku wisatawan yang tidak sesuai norma 

lokal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian JLBP Poltekim (2023) yang menegaskan bahwa 

lemahnya pengawasan vila ilegal kerap membuka ruang bagi aktivitas ilegal seperti 

narkoba, prostitusi daring, hingga penyalahgunaan vila oleh warga negara asing. 

Dari sisi lingkungan, penelitian IAPA (2024) mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan 

untuk pembangunan vila di kawasan Bali utara menyebabkan penurunan daya dukung 

lingkungan, terutama ketersediaan air bersih. Kondisi ini sejalan dengan temuan Rosalina 

et al. (2023) tentang pentingnya tata kelola sumber daya di desa wisata agar dampak 

pembangunan pariwisata tidak melebihi kapasitas lingkungan. 

Secara teoretis, permasalahan vila ilegal dapat dijelaskan dengan kerangka tragedy of 

the commons (Hardin, 1968) yang menyatakan bahwa sumber daya bersama (common 

resources) akan tereksploitasi berlebihan jika tidak ada aturan jelas dan mekanisme 

pengawasan. Dalam konteks pariwisata, ketika vila-vila tumbuh tanpa izin dan tanpa 

regulasi, maka terjadi “over-exploitation” terhadap ruang dan infrastruktur publik. 
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Meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya seperti inspeksi 

mendadak dan sosialisasi regulasi, efektivitasnya masih rendah. Pedersen et al. (2024) 

menyebut bahwa krisis tata kelola destinasi sering muncul karena lemahnya koordinasi 

antar instansi serta tidak adanya basis data terintegrasi untuk pengawasan. Oleh sebab itu, 

permasalahan vila ilegal tidak bisa hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, 

tetapi harus ditempatkan dalam kerangka tata kelola pariwisata berkelanjutan. 

Dengan demikian, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan: Bagaimana 

karakteristik dan dampak keberadaan vila ilegal di Indonesia, khususnya di Kota Batu, serta 

kebijakan apa yang efektif untuk mengendalikannya dalam kerangka pembangunan 

pariwisata berkelanjutan? 

 

Gambar 2. Kawasan perumahan yang beralih fungsi menjadi Vila. Sumber: Koleksi pribadi 

Metodologi 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode scoping 

review dan analisis kebijakan untuk memahami fenomena vila ilegal dalam konteks 

pariwisata berkelanjutan. Data penelitian diperoleh dari publikasi ilmiah periode 2020–2025 

yang relevan dengan isu short-term rental, pajak pariwisata, dan tata kelola destinasi, serta 

data sekunder dari BPS Kota Batu (2023–2024), Bapenda Kota Batu (2023), dan dokumen 

resmi Dinas Pariwisata. Penguatan konteks lokal dilakukan melalui observasi terbatas di 

kawasan wisata Oro-Oro Ombo, Songgoriti, dan Junrejo serta wawancara informal dengan 

masyarakat dan pelaku usaha sekitar. 

Teknik pengumpulan data menggabungkan kajian pustaka, dokumentasi, dan 

observasi lapangan yang kemudian dianalisis dengan content analysis untuk literatur dan 

thematic analysis untuk data lapangan. Validitas temuan dijaga dengan triangulasi sumber, 

yaitu membandingkan hasil kajian akademik dengan data resmi pemerintah daerah dan 

informasi empiris lapangan. Metode serupa terbukti efektif dalam riset kebijakan 

pariwisata di Indonesia (Aritenang, 2023) (Sunaningsih et al, 2024) maupun studi 

internasional tentang tata kelola STR (Dogru et al, 2022) (Gutiérrez et al, 2021), sehingga 

layak digunakan untuk menghasilkan gambaran komprehensif mengenai dampak dan 

strategi pengendalian vila ilegal di Kota Batu. 
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Hasil dan Pembahasan 

Fenomena pertumbuhan vila ilegal di Indonesia, termasuk di Kota Batu, tidak bisa 

dilepaskan dari tingginya permintaan wisatawan terhadap akomodasi murah dan fleksibel. 

Studi Aritenang (2023) serta Lestari dan Prakoso (2023) menunjukkan bahwa 

kecenderungan wisatawan muda memilih short-term rental (STR) dipicu oleh harga yang 

relatif rendah dan fleksibilitas penggunaan ruang, sehingga banyak investor tergoda 

membuka usaha vila tanpa izin. Celah dalam regulasi tata ruang memperburuk situasi; 

penelitian Wijaya dan Darma (2020) mengungkapkan bahwa banyak pembangunan vila 

berlangsung di kawasan yang seharusnya dilindungi atau diperuntukkan bagi pertanian, 

sementara pemerintah daerah belum memiliki mekanisme pengendalian yang ketat. Dari 

perspektif ekonomi, keuntungan cepat yang ditawarkan STR membuat banyak pemilik 

properti mengabaikan kewajiban legalitas, sebuah pola yang juga ditemukan oleh Dogru et 

al. (2022) dalam studi global mengenai dampak Airbnb terhadap pasar akomodasi formal. 

Kota Batu memperlihatkan gejala serupa dengan yang terjadi di Yogyakarta dan Bali. 

Data Bapenda (2023) memperkirakan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah akibat vila 

ilegal mencapai lebih dari Rp15 miliar per tahun, angka yang signifikan untuk skala kota 

menengah. Sunaningsih et al. (2024) menegaskan bahwa kepatuhan pajak di sektor 

akomodasi sangat bergantung pada legalitas usaha, sehingga keberadaan vila ilegal jelas 

melemahkan kontribusi fiskal. Dampak sosial pun semakin menonjol. Penelitian Suyadnya 

et al. (2025) memperlihatkan bahwa masyarakat lokal di Bali menunjukkan sensitivitas 

tinggi terhadap dampak overtourism, seperti kebisingan dan perilaku wisatawan yang 

mengganggu norma. Temuan ini selaras dengan laporan Putri (2024) dan JLBP Poltekim 

(2023) mengenai kasus kriminal yang marak terjadi di vila tanpa pengawasan, mulai dari 

pesta narkoba hingga prostitusi daring. 

Dampak lingkungan tidak kalah serius. Alih fungsi lahan pertanian di kawasan 

Songgoriti dan Junrejo telah mengurangi area resapan air, sementara penambahan unit vila 

tanpa studi AMDAL menambah tekanan terhadap sistem limbah dan kualitas lingkungan. 

IAPA (2024) memperingatkan bahwa praktik alih fungsi lahan serupa di Bali utara 

mempercepat penurunan daya dukung ekosistem. Rosalina et al. (2023) juga menekankan 

bahwa kelemahan tata kelola desa wisata dalam pengelolaan limbah sering kali berujung 

pada degradasi lingkungan. 

Upaya kebijakan sejauh ini masih terbatas. Pemerintah daerah Bali pernah 

memberlakukan moratorium pembangunan hotel dan vila baru, tetapi Utama et al. (2024) 

dan Wijayanti dan Susilo (2023) menunjukkan bahwa kebijakan ini kurang efektif tanpa 

basis data terpadu yang mengintegrasikan izin usaha, pajak, dan zonasi. Beberapa inovasi 

baru mulai muncul, misalnya gagasan smart taxation yang ditawarkan oleh Unhas (2025) 

untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pemungutan pajak akomodasi secara real 

time. Selain itu, Saviera (2024) menekankan perlunya penerapan standar CHSE tidak hanya 

pada hotel besar, tetapi juga pada akomodasi kecil seperti homestay dan vila. Penelitian 

Setiawan et al. (2023) tentang komunikasi pemasaran terpadu di desa wisata memberi 
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pelajaran penting: keberlanjutan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi 

juga oleh kemampuan pengelola akomodasi dalam membangun hubungan jangka panjang 

dengan wisatawan. 

Tabel 1. Data vila tak berizin dan estimasi PAD yang hilang 

Tahun Vila Terdata 

(Unit) 

Tidak Berizin 

(%) 

Estimasi PAD 

Hilang (Rp) 

Sumber Data 

2022 ± 1.050 58% 10 – 12 M BPS Batu (2023), 

Bapenda Batu 

(2022) 

2023 ± 1.200 61% 12 – 15 M BPS Batu (2024), 

Bapenda Batu 

(2023) 

2024 ± 1.350 63% 15 – 18 M media lokal 

(2024) 

Tahun Vila Terdata 

(Unit) 

Tidak Berizin (%) Estimasi PAD 

Hilang (Rp) 

Sumber Data 

Tabel 2. Dampak utama pertumbuhan vila ilegal dan contoh kasus nyata yang terjadi 

Tahun Vila Terdata 

(Unit) 

Tidak Berizin 

(%) 

Estimasi PAD 

Hilang (Rp) 

Sumber Data 

2022 ± 1.050 58% 10 – 12 M BPS Batu (2023), 

Bapenda Batu 

(2022) 

2023 ± 1.200 61% 12 – 15 M BPS Batu (2024), 

Bapenda Batu 

(2023) 

2024 ± 1.350 63% 15 – 18 M media lokal 

(2024) 

Tahun Vila Terdata 

(Unit) 

Tidak Berizin (%) Estimasi PAD 

Hilang (Rp) 

Sumber Data 

 

Pertumbuhan vila ilegal didorong oleh tingginya permintaan wisatawan terhadap 

akomodasi murah (Aritenang, 2023) (Lestari & Prakoso, 2023), celah tata ruang yang lemah 

(Wijaya & Darma, 2020), serta keuntungan cepat yang ditawarkan STR (Dogru et al, 2022). 

Di Yogyakarta, Lestari dan Prakoso (2023) membuktikan bahwa STR menekan okupansi 

hotel berbintang. Fenomena serupa terjadi di Batu, di mana okupansi hotel menurun akibat 

persaingan tidak sehat dengan vila ilegal. 

Dampak sosial terlihat jelas pada meningkatnya konflik masyarakat dengan 

wisatawan (Suyadnya et al, 2025) serta kasus kriminal di vila (Putri, 2024) (JLBP Poltekim, 
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2023). Dampak lingkungan diperkuat oleh penelitian Rosalina et al. (2023) yang menyoroti 

lemahnya tata kelola limbah di desa wisata, serta IAPA (2024) yang menegaskan konversi 

lahan menurunkan daya dukung kawasan wisata. 

Dari sisi kebijakan, beberapa daerah sudah mencoba moratorium pembangunan 

(Utama et al, 2024) (Wijayanti & Susilo, 2023), tetapi efektivitasnya masih rendah tanpa basis 

data terintegrasi. Gagasan smart taxation (Unhas, 2025) dapat menjadi terobosan untuk 

menutup kebocoran PAD, sementara Saviera (2024) menekankan perlunya standar CHSE 

dalam akomodasi kecil seperti homestay. 

Simpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan vila ilegal merupakan ancaman serius 

bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Pertumbuhan yang tidak 

terkendali dipicu oleh tingginya permintaan wisatawan terhadap akomodasi murah, 

lemahnya pengawasan perizinan, dan adanya celah regulasi tata ruang. Dampak yang 

ditimbulkan bersifat multidimensi. Dari sisi ekonomi, potensi kebocoran Pendapatan Asli 

Daerah mencapai miliaran rupiah setiap tahun, sekaligus memunculkan persaingan tidak 

sehat dengan hotel resmi. Dari sisi sosial, vila ilegal meningkatkan potensi konflik dengan 

masyarakat, pelanggaran norma, hingga maraknya aktivitas kriminal seperti narkoba dan 

prostitusi daring. Sementara dari sisi lingkungan, alih fungsi lahan pertanian, peningkatan 

timbulan limbah, dan tekanan terhadap daya dukung kawasan wisata semakin 

mengkhawatirkan. Studi kasus di Bali memperlihatkan bahwa kebijakan moratorium 

pembangunan tanpa sistem pengawasan terpadu tidak cukup efektif, sementara di Kota 

Batu fenomena serupa mulai berkembang, namun masih memiliki peluang untuk 

dikendalikan melalui intervensi sejak dini. Oleh karena itu, vila ilegal dapat dikategorikan 

sebagai “bom waktu” yang dapat merusak reputasi destinasi dan keberlanjutan sektor 

pariwisata bila tidak segera ditangani. 

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi 

kebijakan. Pertama, pemerintah perlu menerapkan sistem registrasi digital terpadu yang 

mengintegrasikan data izin usaha, nomor objek pajak, dan kelayakan lingkungan. Kedua, 

pengawasan perlu dilakukan secara bertahap dengan pendekatan graduated enforcement, 

dimulai dari sosialisasi dan sanksi administratif hingga penutupan permanen bagi vila yang 

tetap beroperasi ilegal. Ketiga, penerapan smart taxation yang terhubung langsung dengan 

platform pemesanan daring dapat menjadi solusi menutup kebocoran PAD. Keempat, 

semua vila sebaiknya diwajibkan memenuhi standar CHSE agar menjamin aspek 

kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Kelima, pengawasan tidak dapat 

hanya mengandalkan pemerintah, tetapi perlu melibatkan komunitas lokal seperti 

kelompok sadar wisata atau lembaga adat agar ada mekanisme kontrol sosial. Terakhir, 

pemerintah daerah dapat mempertimbangkan moratorium zonal berbasis daya dukung di 

kawasan yang sudah padat wisata atau rentan secara ekologis. 

Rangkaian rekomendasi ini menegaskan bahwa penanganan vila ilegal bukan sekadar 

urusan penegakan hukum administratif, melainkan bagian integral dari tata kelola 
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pariwisata berkelanjutan yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan 

masyarakat. 
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